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ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisperkembangan ekonomi dan Kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebelum terjadinya pemekaran daerah dan setelah
terjadinya pemekaran daerah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan Metode
indeksasi digunakan untuk mendapatkan penilaian Kinerja Ekonomi, Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur Kabupaten Solok sebelum
dan sesudah pemekaran dengan mangacu kepada Studi evaluasi pemekaran daerah yang
dilakukan oleh Bappenas dan UNDP tahun 2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa Secara
keseluruhan Indikator Kinerja Ekonomi (IKE), Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah (IKKPD), Indikator Kinerja Pelayan Publik (IKPD) dan Indikator Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah (IKA) Kabupaten Solok setelah pemekaran lebih tinggi daripada sebelum
pemekaran. Jadi bisa dikatakan pemekaran memberikan dampak positif terhadap Kabupaten
Solok. Tapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok hanya lebih
unggul di sisi Indikator Kinerja Ekonomi (IKE) dan Indeks Kinerja Aparatur (IKA).
Sadangkan dari sisi Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD), Indikator
Kinerja Pelayan Publik (IKPD) Kabupaten Solok Selatan lebih unggul dari Kabupaten Solok.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Solok hendaknya meningkatkan Peningkatan potensi
daerah dan Peningkatan Porsi Belanja Langsung di Kabupaten Solok untuk meningkatkan
pelayanan  publik dan mendorong peningkatan pembangunan sedangkan upaya untuk
meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas aparatur

Kata Kunci : Pemekaran, kinerja, ekonomi, keuangan, pelayanan public, aparatur

ABSTRACT: This study aims to analyze the economic development and performance of the
Regional Government of Solok Regency before the regional expansion and after the regional
expansion. This study uses a descriptive approach and the indexation method is used to obtain
an assessment of Economic Performance, Regional Government Financial Performance,
Public Service Performance and Apparatus Performance. District of Solok before and after its
division with reference to the evaluation study of regional expansion conducted by Bappenas
and UNDP in 2008. The analysis shows that Overall Economic Performance Indicators (IKE),
Regional Government Financial Performance Indicators (IKKPD), Public Servant
Performance Indicators (IKPD) ) and Performance Indicators of Regional Government
Officials (IKA) of Solok Regency after the expansion was higher than before the division. So it
can be said that the expansion has had a positive impact on Solok Regency. But when
compared to South Solok Regency, Solok Regency is only superior in terms of Economic
Performance Indicators (IKE) and Apparatus Performance Index (IKA). In terms of Regional
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Government Financial Performance Indicators (IKKPD), Solok Selatan District Public
Service Indicators (IKPD) are superior to Solok District. In this case, the Government of
Solok Regency should increase the increase in regional potential and increase the Portion of
Direct Spending in Solok Regency to improve public services and encourage increased
development while efforts to improve the performance of local governments by improving the
quality of the apparatus

Keywords: expansion, performance, economy, finance, public service, apparatus

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait
dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan
antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan
demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah
baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara
lebih baik sebagai warga negara. Tiebout dalam Adrimas (2012) dalam sebuah artikel yang
berjudul "A Pure Theory of Local Expenditure” mennyatakan bahwa pemekaran wilayah
dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempuma dimana pemerintahan daerah
memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan
yang efisien, dan mengijinkan setiap individu masyarakatnya untuk mengekspresikan
preferensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda
dengan "vote with their feet".

Lebih lanjut Swianiewicz dalam Adrimas (2012) mengungkapkan bahwa komunitas
lokal yang kecil lebih homogen dan lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan yang
sesuai dengan preferensi sebagian besar masyarakatnya. Kesempatan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam komunitas yang kecil memiliki peluang lebih besar. Selanjutnya,
pemerintahan daerah yang kecil memiliki birokrasi yang rendah, misalnya fungsi administrasi.
Dalam hal ini Hofman et al (2005) mengatakan pemekaran daerah itu dimaksudkan untuk
mendekatkan pelayanan publik kepada para konstituennya. Lahirya Undang-Undang Nomor
22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan
terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang mendorong desentralisasi dan otonomi daerah telah menghadirkan pergeseran dan
perubahan paradigma baru (new paradigm shifting) dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Undang-undang ini juga telah memberikan peluang dalam pemekaran daerah baru
sepanjang didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik,
sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan
untuk terselenggaranya otonomi daerah.

Tarigan (2006) menyebutkan bahwa pemekaran bisa dilakukan pada level provinsi
maupun level yang lebih kecil, yaitu kabupaten dan kota. Pada level provinsi terdapat satu
pola pemekaran, yaitu satu provinsi mekar menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk.
Sementara pada level kabupaten/kota terdiri dari 3 pola, yaitu : (1) Satu kabupaten menjadi
satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk, (2) Satu kabupaten menjadi
satu kota baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk, (3) Satu kabupaten menjadi lebih
dari satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk.

ISSN 1693-2617 LPPM UMSB 61
E-ISSN 2528-7613



MENARA IImu Vol. X1V No.01 Oktober 2020

Konsep Otonomi Daerah dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan ekonomi,
demokratisasi ditingkat lokal, peningkatan pelayanan publik, mendorong pemberdayaan
masyarakat, dan menumbuhkan prakarsa serta kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan. Dari konsep otonomi daerah tersebut dan dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemekaran wilayah administratif
menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Semangat otonomi
daerah melahirkan keinginan  sebagian daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2007, pemerintahan provinsi telah
bertambah dari 26 menjadi 33 (26,9 %), sedangkan pemerintah kabupaten/kota meningkat
45,2%, dari 303 menjadi 456. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah provinsi menjadi 34 dan
jumlah kabupaten/kota menjadi 514.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan dan
menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif pada daerah otonom hasil
pemekaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan daerah
serta percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi daerah
otonom hasil pemekaran.

Hasil studi evaluasi dampak pemekaran daerah oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerja sama dengan United Nations Development
Programme (UNDP) menyebutkan, daerah pemekaran baru ternyata tidak berada dalam
kondisi yang lebih baik dibandingkan daerah induk. Pertumbuhan ekonomi daerah otonom
baru (DOB) lebih fluktuatif dibandingkan dengan daerah induk yang relatif stabil dan terus
meningkat. Studi Bappenas dan UNDP ini, secara keseluruhan dilakukan di 6 provinsi dan 72
kabupaten/kota, meliputi 10 kabupaten induk, 10 kabupaten daerah otonom baru dan 6
kabupaten kontrol (Bappenas & UNDP, 2008). Sehingganya berdasarkan hasil studi tersebut,
Bappenas dan UNDP menyarankan pemerintah menghentikan sementara pemekaran daerah
hingga dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap provinsi dan kabupaten hasil
pemekaran dalam 10 tahun terakhir.

Kabupaten Solok adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang
dimekarkan menjadi 2 kabupaten yakni Kabupaten Solok (Kabupaten Induk) dan Kabupaten
Solok Selatan (DOB) berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember
2003. Hampir 50% wilayah Kabupaten Solok dimekarkan menjadi Kabupaten Solok Selatan,
dimana sebelum dimekarkan Kabupaten Solok mempunya luas 7.084,20 km?® sekarang
menjadi 3.738,00 km? sementara luas Kabupaten Solok Selatan adalah 3.346,20 km? (BPS
Provinsi Sumatera Barat, 2019). Sebagai daerah yang telah dimekarkan, Kabupaten Solok
tidak temasuk dalam daerah yang diteliti dalam studi evaluasi pemekaran daerah yang
dilakukan Bappenas

Studi ini bertujuan menganalisis perkembangan ekonomi dan kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Solok sebelum terjadinya pemekaran daerah dan setelah terjadinya
pemekaran daerah.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan Metode indeksasi digunakan
untuk mendapatkan penilaian Kinerja Ekonomi, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,
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Kinerja Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur Kabupaten Solok sebelum pemekaran (Tahun
1991 s/d 2003) dan sesudah pemekaran (Tahun 2006 s/d 2018) dengan mangacu kepada Studi
evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan oleh Bappenas dan UNDP tahun 2008. Data
penelitian meliputi data sekunder yangmeliputi laju pertumbuhan ekonomi non migas,
pendapatan perkapita, angka kemiskinan, ketergantungan fiskal, kapasitas penciptaan
pendapatan, proporsi belanja modal pemerintah, daya tampung sekolah, ketersediaan tenaga
pendidik, ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan , kualitas
infrastruktur, kualitas pendidikan aparatur, persentase aparatur pendidik dan persentase
aparatur paramedis.

Analisis Kinerja Perekonomian Daerah
Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka digunakan
Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari
keempat indikator berikut. Untuk kabupaten i di tahun t, indeks ini secara formal
dirumuskan sebagai berikut (Bappenas: 2008):
(ECGI;, + WELFI,, + ERRI;,) + (100 — POVEI, ,)

IKE;, = Z
Dimana :

IKE; = Indeks Kinerja Ekonomi

ECGI = Pertumbuhan PDRB non-migas (%)

WELFI = Laju PDRB per kapita (%)

ERRI = Rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi (%)
POVEI = Angka kemiskinan (%)

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui secara komprehensif kinerja keuangan pemerintah, maka
digunakan indeks Kinerja Keuangan Pernerintah Daerah (IKKPD) vyang pada
prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator berikut. Untuk kabupaten i di tahun ft,
indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut (Bappenas, 2008):

100 — FIDI; ) + (FGII;, + FCAFEXI; , + FCEI
IKKPDi,t =( L,t) ( it it l,t)

4
Dimana :
IKKPD;; = Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
FIDI = Ketergantungan Fiskal

(Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Dana
Alokasi Umum yang sudah dikurangi oleh Belanja Pegawai
dalam total Pendapatan Anggaran Daerah)
FGII = Kapasitas Penciptaan Pendapatan
(dinyatakan sebagai persentase PAD dari PDRB kabupaten
yang bersangkutan)
FCAPEXI = Proporsi Belanja Modal
(Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Belanja
Modal dalam total Belanja di anggaran daerah)
FCEI = Kontribusi Sektor Pemerintah
(Nilainya dinyatakan sebagai persentase Total Belanja
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Pemerintah dalam PDRB kabupaten yang bersangkutan)
Analisis Kinerja Pelayanan Publik
Untuk mengetahui secara komprehensif kinerja pelayanan publik ini, maka dibuat
Indeks Pelayanan Publik (IKPP) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator
berikut. Untuk kabupaten i di tahun t, indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut
(Bappenas: 2008):
(BEFI;; + (100 — BETI;,) + HEFI;, + (100 — HETI;,) + HF;, + HOL; + 1QI; ;)

IKPP,, = >

Dimana

IKPPi ¢ = Indeks Kinerja Pelayanan Publik kabupaten
BEFI = Jumlah siswa per sekolah (SD dan SMP)
BETI = Jumlah siswa per sekolah (SMA)

HEFI = Jumlah siswa per Guru (SD dan SMP)
HETI = Jumlah siswa per Guru (SMA)

HFI = Ketersediaan Fasilitas kesehatan

HOI = Ketersediaan tenaga kesehatan

QI = Kualitas infrastruktur

(Persentase panjang jalan dengan kualitas baik terhadap

keseluruhan panjang ruas jalan di kabupaten Solok)
Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah menjadi hal pokok yang dievaluasi berkaitan dengan seberapa

jauh ketersediaan aparatur yang dapat memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat.
Terdapat indikator utama yang dapat dirumuskan dalam Indeks Kinerja Aparatur (IKA) yang
menggabungkan masing-masing indikator sebelumnya, yang dirumuskan sebagai berikut
(Bappenas: 2008) :

EQI;, + EFI;; + PP,
IKAi’t — Q it It It

3

Dimana :

IKAI,t = Indeks Kinerja Aparatur Kabupaten

Q1 = Kualitas Pendidikan Aparatur
(Indikator ini dinyatakan dalam persentase jumlah aparatur
Yang berpendidikan minimal sarjana dalam jumlah total
PNS)

EFI = Persentase Aparatur Pendidik

(Dinyatakan dalam jumlah aparatur yang berprofesi guru
Dalam total jumlah aparatur PNS)

PPI = Persentase Aparatur Paramedis
(Dinyatakan dalam jumlah aparatur tenaga kesehatan dalam
Total jumlah aparatur PNS)

C. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian terhadap perkembangan perekonomian dan kinerja pemerintah
daerah Kabupaten Solok. Indikator yang digunakan yaitu : Indikator Kinerja Ekonomi (IKE),
Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD), Indikator Kinerja Pelayan Publik

ISSN 1693-2617 LPPM UMSB 64
E-ISSN 2528-7613



‘ MENARA IImu Vol. X1V No.01 Oktober 2020

(IKPD) dan Indikator Kinerja Aparatur Pmerintah Daerah (IKA). Setiap indikator berisi
beberapa angka indeks. Indeks tersebut pada intinya adalah rata-rata tertimbang dari seluruh
indikator pada aspek yang bersangkutan

Analisis Indeks Kinerja Ekonomi

Indikator yang digunakan sebagai ukuran indeks kinerja ekonomi (IKE) adalah Pertumbuhan
PDRB non-migas (ECGI), Laju PDRB per kapita (WELFI), Rasio PDRB kabupaten terhadap
PDRB provinsi (ESERI) dan Angka Kemiskinan (POVEI). Pertumbuhan ekonomi (ECGI)
Kabupaten Solok sesudah pemekaran lebih tinggi dibandingkan sebelum pemekaran. Dengan
rata-ratanya 5,80% sesudah pemekaran dan 4,48% sebelum pemekaran. Tapi rata-rata ECGI
Kabupaten Solok sedikit lebih rendah dibandingkan Kabupaten Solok Selatan dengan rata-rata
5,84%. PDRB Per Kapita (WELFI) Kabupaten Solok cendrung meningkat secara signifikan
setiap tahunnya baik sebelum pemekaran maupun setelah pemekaran, dari 2,06 juta pada tahun
1992 meningkat menjadi 3,16 juta pada tahun 2003. Pada tahun 1998 terjadi penurunan
sebesar 3,64% dari 2,65 juta pada tahun 1997 menjadi 2,55 juta pada tahun 1998. Hal ini
disebabkan oleh krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia pada tahun 1997/1998
(tabel 1). Selama tahun 2006 sampai 2018 PDRB perkapita Kabupaten Solok lebih tinggi
dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan. PDRB rata-rata Kabupaten Solok adalah 7,04
juta sedangkan Kabupaten Solok Selatan 5,07 juta. Perkembangan ekonomi Kabupaten Solok
yang tinggi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan jumlah penduduk. Rasio PDRB
Terhadap PDRB Provinsi (ERRI) Kabupaten Solok terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat
bervariasi sebelum pemekaran dengan rata-rata 5,46%. Setelah pemekaran rasio PDRB
Kabupaten Solok selalu meningkat dengan rasio rata-rata 5,54% (tabel 1). Sedangkan rasio
PDRB Kabupaten Solok Selatan terhadap PDRB provinsi sebesar 1,68% (tabel 1). Kontribusi
Kabupaten Solok 3 kali lipat dari pada Kabupaten Solok Selatan. Angka Kemiskinan (POVEI)
Kabupaten Solok sebelum pemekaran dengan rata-rata 17,08% sedangkan setelah pemekaran
angka kemiskinan Kabupaten Solok rata-rata 11,10% (tabel 16). Setelah pemekaran daerah,
terjadi penurunan angka kemiskinan secara signifikan pada Kabupaten Solok. Hal ini
mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan sudah berjalan dengan baik. Laju
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Jika
dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan Angka Kemiskinannya lebih rendah dari
Kabupaten Solok dengan rata-rata 9,84% (tabel 1). Secara keseluruhan kinerja ekonomi (IKE)
kedua daerah berfluktuasi. Sebelum pemekaran IKE Kabupaten Solok dengan rata-rata 23,87
lebih rendah dari setelah pemekaran IKE Kabupaten Solok rata-rata 26,82. IKE Kabupaten
Solok rata-rata 26,82 lebih tinggi dari Kabupaten Solok Selatan rata-rata 25,69. Hal ini
disebabkan tingginya rata-rata PDRB perkapita (WELFI) dan Kontribusi PDRB Kabupaten
Solok terhadap Provinsi (ERRI). Dari sisi IKE pemekaran daerah berpengaruh positif bagi
perekonomian masyarakat di Kabupaten Solok

Tabel 1 Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan
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Setelah Pemekaran

Kab. Solok sebelum pemekaran

Tahun Tahun Kab. Solok Kab. Solok Selatan

ECGI WELFI ERRI POVEl IKE ECGI WELFI ERRI POVEI IKE ECGI WELFI ERRI POVEl IKE
1991 673 196 560 1735 2423 2006 602 491 551 1798 2462 581 400 166 17.65 2340
1992 650 206 550 1730 2419 2007 624 515 551 1759 2483 608 419 166 1743 2362
1903 695 217 545 1724 2433 2008 635 542 548 1343 2595 6,12 430 165 1341 24,09
1994 671 228 541 1719 2430 2009 624 569 558 1215 2634 610 459 168 1166 2518
1995 728 241 533 1703 2447 2010 605 623 559 1174 2653 629 453 168  ILI1 2535
1996 850 256 536 17.08 2484 2011 613 655 558 1119 2677 634 475 168 1061 2554
1997 483 265 534 17,03 2395 2012 626 689 557 1003 2747 651 499 169 937 1595
1998 374 255 549 1697 218 2013 527 709 553 1026 2693 613 510 L69 812 2620
1999 152 254 551 1692 2316 2014 579 755 553 953 2733 590 530 169 733 2639
2000 235 2.8 555 1587 23,73 2015 543 790 552 1000 2721 535 548  L68  7.52 2625
2001 376 302 555 2074 2280 2016 530 826 552 932 2744 511 566 168 735 2628
002 419 305 552 1576 2425 2017 533 865 553 904 2762 515 585 168 708 2038
2003 487 316 550 1576 2444 2018 523 904 553 886 2774 504 604 168 704 2643
"::: 448 261 546 1708 2387 ";:::' 580 704 554 11,10 2682 584 507 168 984 2509

Analisis Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijaan
fiskal dalam pembangunan di daerah secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana
pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah dalam konteks
desentralisasi fiskal. Ketergantungan Fiskal (FIDI)digunakan untuk mengukur sejauh mana
pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya untuk membiayai pembangunan, baik
dari alokasi dana perimbangan dari pusat maupun Pendapatan Asli Daearah
(PAD).Ketergantungan fiskal Kabupaten Solok menurun setelah pemekaran daerah yaitu dari
rata 30,06 menjadi 14,04 setelah pemekaran.Pada tahun 2018 ketergantungan fiskal daerah
mekar cenderung menurun secara signifikan dan fluktuatif menjadi 21,91. Hal yang sama juga
terjadi pada daerah induk, tahun 2006 ketergantungan fiskal daerah induk adalah 40,81
menurun secara fluktuatif dan signifikan hingga mencapai 6,53 pada tahun 2016. Secara
keseluruhan ketergantungan fiskal daerah mekar lebih besar dibandingkan dengan daerah
induk. Kabupaten Solok Selatan baru memulai tahapan pembangunan daerah karena baru
mengalami pemekaran yang membutuhkan biaya cukup besar dari pemerintah pusat
sedangkan sumber penerimaan daerah dari PAD belum digali secara optimal. Hal ini
dikarenakan Kabupaten Solok Selatan masih dalam proses awal penataan daerah.

Kapasitas Penciptaan Pendapatan (FGII), Rasio PAD terhadap PDRB digunakan
untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dari sisi pendapatan secara makro.
Kapasitas Penciptaan Pendapatan (FGII) Kabupaten Solok pada tahun 2006-2018 fluktuatif
dan cendrung mengalami penurunan setiap tahunnya dari 0,88 pada tahun 2006 dan 0,53 pada
tahun 2018. Kondisi serupa juga terjadi pada Kabupaten Solok Selatan selama periode 2006-
2018 walaupun secara rata-rata lebih tinggi dari Kabupaten Solok, FGII juga Kabupaten
Solok Selatan juga fluktuatif dan cendrung mengalami penurunan setiap tahunnya dari 1,51
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pada tahun 2006 dan 1,14 pada tahun 2018. Kapasitas penciptaan pendapatan Kabupaten
Solok selama 2006-2018 dengan rata-rata 0,53% sedangkan Kabupaten Solok Selatan 0,89.
Proporsi Belanja Modal (FCAPEXI), Rasio belanja modal pemerintah terhadap total
belanja (capital expenditure) mengukur seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam
penganggaran yang berorientasi kepada manfaat jangka panjang atau investasi. Pada
Kabupaten Solok terjadinya peningkatan proporsi CAPEXI dari sebelum pemekaran hingga
setelah pemekaran yaitu dengan rata-rata 4,10 sebelum pemekaran menjadi 14,67 setelah
pemekaran. Jika dibandingkan, proporsi CAPEXI Kabupaten Solok Selatan lebih tinggi dari
daerah induknya dengan rata-rata 30,54. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2006-2007 terjadi
peningkatan yaitu 28,966 menjadi 40,96. Pada tahun 2008 sampai 2018 proporsi CAPEXI
daerah mekar terjadi penurunan, namun penurunannya tidak terlalu drastis masih diatas
CAPEXI daerah induk yaitu 24,90.
Tabel 2 Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten Solok dan
Kabupaten Solok Selatan

Setelah Pemekaran

Kab. Solok sebelum pemekaran

Tahun Tahun Kab. Solok Kab. Solok Selatan
FIDI FGII FCAPEXI FCEl IKKPD FIDI FGII FCAPEXI FCEl IKKPD FIDI FGII FCAPEXI FCEl IKKPD
1991 3575 0,05 1,75 228 17,08 2006 4081 0,88 16,66 11,26 22.00 50,35 1,51 28.96 17.17 24,32
1992 42,17 0,06 1.58 2,73 15,55 2007 31,74 0,79 11,87 12,91 23,46 43,31 1.13 40,96 16,28 28,77
1993 3281 011 1.66 3.19 18,04 2008 2441 041 11,15 9.91 24,27 27.01 0.55 35,77 1826 31,89
1994 3260 006 2,09 3.03 18,14 2009 1346 043 10,53 9,54 26,76 2771 0.74 3341 18,70 31,29
1995 2315 011 2,56 348 20,75 2010 440 0,33 817 9,57 28,42 2327 030 23,68 12,95 28,42
1996 30,00 0,13 353 3.23 19,22 2011 12,50 045 13.61 932 27,72 17.16 053 28.35 14,29 31,50
1997 3350 0,14 312 413 1847 2012 742 035 1884 1029 30,51 1987 071 2992 1577 31,63
1998 3449 017 317 5,05 18,48 2013 10,30 0,37 16,15 10,51 2918 2163 065 3121 1545 3142
1999 2766 0,23 342 6,04 20,51 2014 10,34 045 16,47 11,35 29.49 21,10 083 3087 15.31 31,48
2000 1996 0,19 4.01 5.37 22,40 2015 1.34 047 17,76 11.85 32,19 2511 0,76 30,60 16,62 30,72
2001 2724 0,39 3,27 13,19 22,40 2016 7.19 048 18,79 12,12 31,05 24,41 1.24 3032 17.71 31,21
2002 2530 078 4,57 15,62 2392 2017 12,07 095 16,41 10.41 28,92 2358 151 28.04 16,50 30,602
2003 26,13 086 18,52 18,15 27858 2018 6.53  0.53 14,32 9,12 2936 2191 1.14 2490 1488 2978
Rata- 3,00 025 410 058 2022 TR 404 053 1467 1003 2795 2065 089 3054 16,15 3023
rata rata

Kontribusi Sektor Pemerintah (FCEI), peran anggaran pemerintah daerah terhadap
perekonomian regional tidak saja melalui belanja modal yang bersifat investasi jangka
panjang, tetapi juga melalui belanja rutin atau belanja tetap yang lebih bersifat konsumtif.
Kontribusi sektor pemerintah Kabupaten Solok sebelum dan sesudah pemekaran relatif stabil
yaitu 6,58 sebelum pemekaran sedangkan setelah pemekaran 10,63. Namun jika dibandingkan
dengan daerah mekar kontribusi sektor pemerintah lebih tinggi yaitu dengan rata-rata 16,15.

Dari empat indikator keuangan pemerintah daerah yang telah diuraikan di atas
digunakan untuk menghitung indeks kinerja keuangan pemerintah daearah (IKPPD). Secara
keseluruhan indeks kinerja keuangan pemerintah daerah (IKPPD) Kabupaten Solok meningkat
baik sebelum maupun sesudah pemekaran yaitu dengan rata-rata 20,22 sebelum pemekaran
dan 27,95 setelah pemekaran. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan kinerja
keuangan pemerintah daerah lebih tinggi dari daerah induknya yaitu dengan rata-rata 30,23.
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Walaupun dari sebelum pemekaran IKPPD mengalami peningkatan tapi dibandingkan IKKPD
Kabupaten Solok Selatan, IKPPD Kabupaten Solok sedikit lebih rendah, jadi dari sisi IKKPD
dapat disimpulkan pemekaran daerah berpengaruh negatif terhadap Kabupaten Solok
Analisis Kinerja Pelayanan Publik

Aspek ketiga yang menjadi fokus penelitian ini adalah kinerja pelayanan publik
pemerintah daerah. Analisis dibagi dalam tiga bagian yaitu : pendidikan, kesehatan dan
insfrastruktur. Indikator kinerja pelayanan publik yang dirumuskan dalam penelitian ini akan
dititikberatkan kepada sisi input pelayanan publik itu sendiri.
a. Pendidikan

Indikator Jumlah siswa per Sekolah tingkat Dasar dan SMP dan SMA mengandung
dua makna krusial. Pertama, ketersediaan sekolah; dan kedua, partisipasi masyarakat. Jika
rendahnya indikator ini lebih disebabkan oleh pertambahan sekolah yang tidak dapat
mengimbangi pertambahan siswa, maka permasalahannya adalah kurang sekolah. Solusinya
adalah menambah sekolah. Namun jika indikator ini lebih disebabkan oleh rendahnya
pertambahan penduduk usia sekolah dasar yang bersekolah dibanding dengan pertambahan
sekolah, maka permasalahannya adalah partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya. Untuk indikator pendidikan disusun berdasarkan rasio jumlah siswa
persekolah tingkat sekolah dasar, SMP dan SMA beserta rasio jumlah siswa perguru.

Rasio siswa persekolah pada tingkat SD dan SLTP (BEFI) di Kabupaten Solok
cendrung konstan baik sebelum pemekaran maupun setelah pemekaran, walaupun terlihat tren
penurunan selama tahun 2006-2018. dengan rata-rata 163,43 sebelum pemekaran dan 159,36
setelah pemekaran. Dan sedikit lebih unggul jika dibandingkan dengan BEFI Kabupaten Solok
Selatan dengan rata-rata 154,13. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan SD
dan SMP Kabupaten Solok memiliki rasio jumlah siswa persekolah yang lebih tinggi
dibandingkan Kabupaten Solok Selatan. Dari lampiran tabel (BEFI) selama tahun 2006-2018
tampak bahwa peningkatan jumlah siswa SD dan SMP tidak dapat diimbangi oleh
pertambahan sekolah. Rasio siswa bersekolah pada tingkat SMA (HEFI) di Kabupaten Solok
cendrung menurun yaitu rata-rata 296,26 sebelum pemekaran menjadi rata-rata 246,03
sesudah pemekaran. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan rasio siswa
bersekolah pada tingkat SMA lebih tinggi dengan rata-rata 275,40. Hal ini disebabkan oleh
pertambahan jumlah sekolah tidak dapat mengimbangi pertambahan siswa. Partisipasi
masyarakat untuk menyekolahkan anaknya meningkat setiap tahunnya, hal ini terlihat dari
peningkatan jumlah siswa SMA tiap tahunnya.

Jumlah Siswa Per Guru pada SD & SLTP (BET]I), Perhitungan rasio siswa per guru
mengandung makna bahwa semakin rendah rasio siswa per guru (BETI) maka semakin baik,
berarti jJumlah siswa yang menjadi tanggungan tiap guru semakin sedikit. Rasio siswa per guru
untuk tingkat SD dan SLTP pada Kabupaten Solok terjadi penurunan dari sebelum pemekaran
dengan rata-rata 20,62 hingga rata-rata 13,18. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Solok
Selatan rasio siswa per guru untuk tingkat SD dan SLTP lebih rendah lagi yaitu dengan rata-
rata 11,28. Hal ini menandakan bahwa pelayanan pengajaran lebih optimal dan kualitas
pendidikan menjadi lebih baik setelah dilakukannya pemekaran.Rasio siswa per guru untuk
tingkat SMA (HET]I) pada Kabupaten Solok juga terjadi penurunan secara signifikan dari rata-
rata 12,49 sebelum pemekaran hingga rata-rata 9,04 setelah pemekaran. Jika dibandingkan
dengan Kabupaten Solok Selatan, rasio siswa per guru untuk tingkat SMA pada Kabupaten
Solok lebih baik. Namun perbedaanya tidak terlalu besar yaitu rata-rata 10.70.
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b. Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan diukur dengan jumlah fasilitas kesehatan untuk tiap
10.000 orang penduduk. Ketersediaan fasilitas kesehatan Kabupaten Solok lebih baik dari
Kabupaten Solok Selatan. Sebelum pemekaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Solok dengan
rata-rata 125 per 10.000 (HFI=1,25) dan terjadi penurunan setelah pemekaran yaitu dengan
rata-rata 106 per 10.000 (HFI=1,06). Namun jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten
Solok Selatan, fasilitas kesehatan Kabupaten Solok lebih baik yaitu dengan rata-rata 52 per
10.000 (HFI=0,52). Pada tahun 2006 fasilitas kesehatan di Kabupaten Solok adalah 101 per
10.000 (HFI=1,01) berbeda dengan Kabupaten Solok Selatan yang berjumlah 37 per 10.000
(HF1=0,37). Angka ini terjadi peningkatan pada tahun 2018 baik daerah Kabupaten Solok
maupun Kabupaten Solok Selatan. Fasilitas kesehatan Kabupaten Solok tahun 2018 130 per
10.000 (HFI=1,30) sedangkan Kabupaten Solok Selatan 59 per 10.000 (HFI=0,59).
Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya pelayanan kesehatan di kedua kabupaten ini.

Ketersediaan Tenaga Kesehatan (HOI), Evaluasi terhadap ketersediaan tenaga
kesehatan menggunakan rasio tenaga kesehatan termasuk dokter, paramedis dan tenaga non
paramedis untuk setiap 10.000 penduduk. Perkembangan jumlah tenaga kesehatan pada kedua
kabupaten berfluktuasi tetapi cenderung meningkat. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini
menindikasikan pelayanan kesehatan yang semakin membaik dan ditunjukkan juga oleh HOI
yang semakin meningkat.

Pada sebelum pemekaran HOI Kabupaten Solok dengan rata-rata 6,51 dan terjadi
sedikit peningkatan setelah pemekaran dengan rata-rata sebesar 6,75. Pada tahun 2006 HOI di
daerah Kabupaten Solok lebih baik dari Kabupaten Solok Selatan 4,8 dibandingkan 1,66 dan
terjadi peningkatan tiap tahunnya di kedua kabupaten. Secara umum rasio tenaga kesehatan
per 10.000 penduduk (HOI) di Kabupaten Solok lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten
Solok Selatan.

c. Infrastruktur

Ketersediaan pelayanan infrastruktur (IQI) juga memainkan peranan yang penting
dalam pembangunan daerah. Indikator yang digunakan untuk mempresentasikan kualitas
infrastruktur adalah persentase jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang ruas jalan.
Kualitas jalan di Kabupaten Solok dari sebelum pemekaran hingga setelah pemekaran
mengalami peningkatan. Dimana peningkatan tersebut dari dengan rata-rata 24,06 sebelum
pemekaran menjadi 36,63 setelah pemekaran. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok
Selatan, kualitas jalan pada Kabupaten Solok lebih baik. Kualitas jalan Kabupaten Solok
Selatan dengan rata-rata 16,13. Walaupun kualitas jalan Solok Selatan lebih rendah dari
Kabupaten Solok, namun terjadi peningkatan kualitas jalan tiap tahunnya. Dari ruas jalan
keseluruhan, Kabupaten Solok Selatan memiliki ruas jalan yang lebih panjang, tetapi dari
kualitas jalan yang yang baik daerah Kabupaten Solok memang lebih unggul. Pemekaran
memang membawa perbaikan dan pembangunan ruas jalan.

Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain
melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik, temasuk bidang kesehatan dan
pendidikan. Pembangunan fasilitas publik seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas dan
efektifitas pelayanan itu sendiri, sehingga dapat secara optimal mendorong peningkatan
kesehteraan masyarakat di daerah

Secara keseluruhan nilai rata-rata Indeks Kinerja Pelayanan Publik (IKPP) Kabupaten
Solok sepanjang tahun 2006-2018 sedikit lebih rendah dari Kabupaten Solok Selatan. Tetapi
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perbedaan nilai rata-rata tidak terlalu jauh yaitu 89,66 Kabupaten Solok sedangkan 89,75
Kabupaten Solok Selatan. Ini berarti pelayanan publik di kabupaten Solok Selatan (daerah
mekar) sedikit lebih baik dibandingkan dengan daerah Kabupaten Solok (daerah induk).

Tabel 3 Indeks Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok

Selatan
ah Pemek.
Kab. Solok schelum pemekamn

Tahum Tabun Kab. Solok Kah. Solok Selatan

BER HEF1 BET1 HETI HFl HM 11 IKPP BEFI HEFI BETI HETI HF HOI 11 IKFP BEF1 HEF1 BET1 HETI HFI HOI vl IKPP
1991 1T2 86 3506 2092 1068 109 480 2729 w9 2006 161.90 23219 15,55 958 101 &IR 3175 R6. B4 168,74 216,22 1635 1209 037 166 T.67 R RS
1992 ITILAR 32167 2003 ILID L16 493 2725 9919 2007 16652 239,08 1413 965 1,07 E03 4224 9045 168, 46 243178 1226 9467 03T 200 T.67 RE7T
199% 17626 33733 2138 ILOR 121 S67 3299 10300 2008 16831 151,08 13,35 974 107 632 3499 9123 173,58 200,67 13,74 1208 046 289 1243 9346
1994 ITEAR 35206 2079 1138 122 643 3180 10526 2009 165,61 291,78 14,57 959 101 E23 3030 9764 161,97 203,63 10,84 11,31 04T 344 1243 797
1995 1T&,11 3MA3 2137 1027 124 6E2 2769 10169 2010 16511 248 98 13,33 925 103 E20 IR 91,29 173,78 261,75 1,10 EAl 048 543 1302 9068
1996 IT&0F 36247 2160 1066 12K TI9 2810 10611 2001 16993 15307 13,54 986 L5 EI11 36090 9212 152,96 278,50 10,73 952 05 513 1391 LAY
1997 IT480 37519 2221 1354 126 733 1956 106,06 2012 15078 242 42 11,57 150 105 TOS 4024 9021 149,23 291,70 921 EED 05T s5Mm 159 9117
1998 15674 21924 2128 1L10 128 T46 1726 B2 2013 15078 234 K2 11,56 152 1,05 528 3008 KTAT 135,53 204 14 B.16 964 05T 441 144 944
1999 1 1 43 4 1 4 B4 53 1 4 11, 1 LR 1 1 44 96,73

149,62 13128 2001 13,61 128 &80 2314 R190 2015 161.45 M5 13,78 T4 1,06 634 3799 RT.05 143 07 2001 8% 1,16 902 05T 446 0,10 a4
2001 1424 25244 1953 1445 1,29 &62 1547 RT3 20016 153,09 216,06 12,67 800 106 634 2328 HLT4 142,47 287,56 10,25 B 10 058 13 00 90Rl
(L) 14 41 1 A 1 17.r g5l 1 1 1 4 RR Y 140,41 1 1 4 a1

14468 26408 1677 1681 130 &K% 2197 Bé 60 2008 142,90 161,38 13,67 1043 106 620 3420 HER3 138,34 I10,00 1081 1938 059 542 19,19 91,79
H::" 16343 29626 20062 1249 125 651 1406 9406 ':Il: 15936 146,08 13,18 904 1L &75 3663 H9.66 154,13 17540 11,28 17 05> 406 16,13 8975

Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Salah satu motor penggerak pelayanan publik adalah aparatur pemerintah daerah
dalam jumlah maupun kualitasnya sanagat menentukan arah pembangunan di daerah. Kualitas
dan produktifitas aparatur menjadi sangat penting, mengukur produktifitas aparatur tidaklah
mudah. Karena itu disamping melihat jumlah, penelitian ini juga melihat kualitas yang ditinjau
dari tingkat pendidikan dan karakteristik fungsionalnya. Khususnya untuk karakteristik
fungsional kelompok guru dan tenaga kesehatannyang akan dilihat khusus karena kedua
mencerminkan potensi peningkatan mutu modal manusia.

Kualitas Pendidikan Aparatur (EQI), Pendidikan aparatur menggambarkan kualitas
aparatur yang pada akhirnya berpengaruh pada perbaikan maupun pelaksanaan program-
program pemerintah daerah. Apabila jumlah aparatur berpendidikan sarjana meningkat, maka
semakin baik kualitas aparatur. Jumlah aparatur Kabupaten Solok yang berpendidikan
minimal sarjana tiap tahunnya selalu ada peningkatan. Sebelum pemekaran jumlah aparatur
yang berpendidikan minimal sarjana dengan rata-rata 13 sedangkan setelah pemekaran terjadi
peningkatan lebih dari 3 kali lipat yaitu dengan rata-rata 48,3. Hal ini menandakan adanya
peningkatan kualitas aparatur di Kabupaten Solok. Pada tahun 2006-2018 jumlah pendidikan
aparatur minimal sarjana di Kabupaten Solok cendrung meningkat yaitu dari 2.068 orang pada
tahun 2006 menjadi 3.956 orang pada tahun 2018 yang berarti meningkat sebesar 1.888 orang
atau 91,3%. Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan yang pesat di daerah Solok
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Selatan dari 232 orang pada tahun 2006 menjadi 644 orang pada tahun 2018 yang berarti
meningkat sebesar 412 orang atau 177,8%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok,
jumlah aparatur yang berpendidikan minimal sarjana lebih unggul dari Kabupaten Solok
Selatan.

Jumlah Aparatur Pendidikan (EPI), Persentase aparatur pendidik di Kabupaten Solok
mengalami peningkatan dari sebelum pemekaran dengan rata-rata 73,5 persen menjadi 79,25
persen setelah pemekaran. Peningkatan ini terjadi adanya kebijakan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara yang memberi prioritas pengangkatan aparatur bidang
pendidikan dan kesehatan. Namun jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten Solok Selatan
persentase aparatur pendidik Kabupaten Solok lebih tingggi. Persentase aparatur pendidik
Kabupaten Solok Selatan dengan rata-rata 75,50%.

Dari data yang ada, terlihat jumlah aparatur pendidik di Kabupaten Solok hampir
sama banyak dari jumlah aparatur PNS keseluruhan sehingga persentase aparatur pendidik di
Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok selatan di atas 75%. Hal ini dikarenakan aparatur
pendidik tidak hanya yang sudah PNS saja tetapi juga termasuk aparatur pendidik honorer
sehingga hampir menyamai jumlah aparatur PNS keseluruhan. Dari jumlah realnya, jumlah
aparatur pendidik di Kabupaten Solok cendrung mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu
sebanyak 6.240 orang pada tahun 2006 menjadi 7.977 orang pada tahun 2016. Tapi kalu
dilihat dari persentasenya, jumlah aparatur pendidik cenrung fluktuatif karena dipengaruhi
oleh jumlah aparatur keseluruhan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga
persentase kenaikkannya ada yang tinggi dan ada pula yang sedikit.

Persentase Aparatur Paramedis (PPI), jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Solok
sebelum pemekaran lebih tinggi dibandingkan setelah pemekaran yaitu dengan rata-rata
10,03% sebelum pemekaran menjadi 9,82% setelah pemekaran. Pada tahun 2006 jumlah
tenaga kesehatan di daerah Kabupaten Solok lebih banyak dari Kabupaten Solok Selatan yaitu
618 orang Kabupaten Solok dibandingkan 166 orang Kabupaten Solok Selatan. PPl pada
daerah Kabupaten Solok Selatan lebih rendah dari daerah Kabupaten Solok, yang berarti
pelayanan kesehatan didaerah induk lebih baik dari pada daerah mekar. Pada Kabupaten Solok
meningkat dari 568 orang menjadi 740 orang atau bertambah sebanyak 172 orang atau 30%,
sedangkan Kabupaten Solok Selatan meningkat lebih banyak dari 164 orang tahun 2005
menjadi 334 orang tahun 2016 atau 104%. Namun dilihat dari persentase PPI, Kabupaten
Solok sedikit lebih rendah dari Kabupaten Solok Selatan yaitu 9,82 dibandingkan dengan
10,03.

Secara keseluruhan Indeks Kinerja Aparatur (IKA) daerah Kabupaten Solok
meningkat dari sebelum pemekaran dengan rata-rata 32,18% menjadi sesudah pemekaran
yaitu dengan rata-rata 45,7. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten
Solok lebih tinggi yaitu dengan rata-rata 32,69%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas
dan kuantitas aparatur Kabupaten Solok lebih unggul dari Kabupaten Solok Selatan.
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Tabel 4 Indeks Kinerja Aparatur Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Setelah Pemekaran

Kab. Solok Sebelum Pemekaran

Tahun Tahun Kab. Solok Kab. Solok Selatan
EQI EFI PPl IKA EQI EFI PRI IKA  EQI EFI PPI IKA
199] 17,01 66,04 6,96 30,00 2006 33,14 77.05 9,90 40,03 9,93 75.61 7,10 30,88
1992 17,15 6750 720 30,62 2007 3358 7749 1156 40,88 917 7935 660  3L71
1993 1728 6899 835 3154 2008 3535 8530 938 4334 1029 7676 985 3230
1994 883 6992 064 2946 2000 3534  RLI12 1222 4289 1007 7788 1031 32,75
1995 1053 7362 1042 31,53 2010 42,13 8138 1146 4499 1197 7547 1297 3347
1996 10,81 74,80 11.30 32,30 2011 41,87 80,88 1114 44,03 12,06 7535 12,32 33,25
1997 1126 7439 1193 3253 2012 4126 8800 900 46,09 1264 7688 1234 33,95
1998 11,13 7527 1192 3277 2013 5127 8970 690 4929 1291 7737 963 3330
1999 1203 7493 1145 3280 2014 5803 8824 682  S1,03 1422 7390 914 3242
2000 12,45 74,80 10,26 32,50 2015 57,96 78,53 g16 48,22 16,12 71.99 10,24 32,78
2001 1493 7417 1024 3311 2006 5170 7826 928 4041 1442 7383 706 3180
2002 16,14 8099 1078 3597 2017 751 6155 10,69 4791 1405 Tisd 961 3244
2003 945 801 997 3318 2018 7124 6270 11,17 4837 1502 7350 1311 3387
'::::' 13,00 7350 10,03 32,18 T:::' 4803 7925 982 4570 12,53 7550 10,03 32,69

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menemukan bahwaSecara keseluruhan Indikator Kinerja Ekonomi
(IKE), Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD), Indikator Kinerja Pelayan
Publik (IKPD) dan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (IKA) Kabupaten Solok
setelah pemekaran lebih tinggi daripada sebelum pemekaran. Jadi bisa dikatakan pemekaran
memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Solok. Tapi jika dibandingkan dengan
Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok hanya lebih unggul di sisi Indikator Kinerja
Ekonomi (IKE) dan Indeks Kinerja Aparatur (IKA). Sadangkan dari sisi Indikator Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD), Indikator Kinerja Pelayan Publik (IKPD) Kabupaten
Solok Selatan lebih unggul dari Kabupaten Solok

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agarada upaya untuk meningkatkan kinerja
ekonomi meliputi : Pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan PDRB per-kapita.
Pengurangan angka kamiskinan memerlukan perbaikan kebutuhan dasar terutama dalam
bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk meningkatkan PDRB secara khusus
diperlukan peningkatan investasi yang lebih besar baik dari pemerintah maupun swasta.
investasi pemerintah meliputi pembangunan infrastruktur dan memberikan kemudahan dalam
perizinan.Peningkatan potensi daerah di Kabupaten Solok serta Peningkatan Porsi Belanja
Langsung di Kabupaten Solok untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong
peningkatan pembangunan serta upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah
terutama dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas aparatur baik melalui pendidikan dan
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pelatihan. Selain itu diperlukan perbaikan manajemen pemerintahan daerah termasuk dalam
bidang pengawasan.
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